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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 58 JABUN 2009 

TENTANG 

PERPANJANGAN DlSPENSASI PELA YANAN PENCATATAN KELARIRAN PENDUDUK 
DA LAM MASA TRANSISI BERLAKUNY A IDrDANG-UNDANG NOMOR 23 T AHUN 2006 

TENT ANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Menimbang 

Mcnginga1 

DENGAN RAHMAT Tl.JUAN YANG AHA ESA 

a. bahwa dalam upaya memberilcan perlindungan terbadap S18111s bak sipil 

penduduk, melalui tcrtib administtasi pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil, khu_susnya menyang)."UI alcurasi data kelahiran, scjalan Surat Edaran 

Mcnteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1274/57 dan tanggal 

11 September 2007 Nomor 474.1/3827/MD serta Surat Menteri Dalam Negeri 

RI tanggal 10 Agu.stus 2009 Nomor : 4n.l 112945/59 perihal Dispcnsasi 

Pelayanan Pcncatatan Kelahiran dalam masa lranSisi berlakunya Undang­

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

sebagaimana telah diatur dcngan Peraturon Walikota Palembang Nomor 52 

tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, perlu dilakukan perpanjangan 

pclayanao pcncatatan kelahiran penduduk secara dispensasi; 

b. bahwa sehubungan dcngan maksud buruf a, perlu mcnctapkan pcraruran 

Walikota Palembang lcntaog Perpaajangan Dispcnsasi Pelayaoao Pencatatan 

Kelahirao Penduduk dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 

23 Tabun 2006. 

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pcmbcnlukan Oaerah Tingkat 

U dan Kota praja di Suroatera Selatan (Lcmbaran Negara RI Tahun 1959 

Nomor 73, Tambaban Jembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor I Tabun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

RI Tahun 1974 Nomor I Tembahrut Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentaog Hukum Acara Pidana 

(Lcmbaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembarao Negara RI 

Nomor 3209); 

4. Undang-Undaog Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (l..embaran 

Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, tambaban lembaran Negara RI 3437); 



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenrukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 tambahao 

lembaran Negara RI Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor '.l2 Tahun 2004 Ten tang Pemerintahan Dae rah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara RI 

Nomor 4437) sebagaimana lclah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008 teolang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 lcntang Kcwargiu,egaraan RI 

(Lembaran Negara RI lahun 2006 Nomor 63, Tambahan l.embaran Negara RJ 

Nomor.4634); 

8. Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kcp<:ndudukan 

Kewargancgaraan RI (Lembaran Negq"\l.k l Tahun 2006 Nomor 12, rambahan 

lcmbaran Negara RI Nomor 4674); ' 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tcntang Pelaksanaan Uodang­

Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI 

Tahun 1975 Nomor 12, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3050); 

10. Pera1uran Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelalcsanaan Hukum 

Acara Pidana (Lembaga Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, tambaban lembaran 

ncgara RI Nornor 3258}; 

\ l. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pcmbagian Urusan 

Pemeriotahan Aotara Pemerinlah, Pcmetin!ah Daerah Provinsi, dan Pemerinlah 

Daerah Kabupetcol Kota (Lerobaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahao Lernbaran Negara RJ Nomor 4737}; 

12. Keputusan Presiden RJ Nomor 88 Tabun 2004 tcntang Pengclolaan lnformasi, 

Administrasi Kcp<:ndudukan (Lembaran Negara RJ 1'ahun 2004 Nomor 119); 

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman 

Penyelenggaraan Pendaftann Penduduk dan Pcncatatan Sipil di Daerah; 

14. Pcraluran Oaerah Kola Palembang Nomor 44 Tahun 2002 ientang 

Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Oaerah Kota Palembang Tahun 2002 

Nomor 76), sebagairnarui telah diubah dcngan Pcraturan Dacrab Kola 

Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Oaerah Kora Palembang Tahun 

2007 Nomor 13); 

15. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Operasional Pcnyidik Pcgawai Negeri Sipil (Lembamn Daerah 

Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31 ); 

16. Peraturan Daerah Kora Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kata Palembang Tahun 

2008 Nomor 6); 



Meoetapkan 

17. Pcraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran 

Daerah Kota Palembang Tah.un 2008 Nomor 9); 

18. Pcraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Adminisusi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran 

Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 2); 

I 9. Pcraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi 

Pelayanan Penye.lenggaraann Administrasi Kcpcndudukan dan Pencatatan 

Sipil (Lembaran Dacrah K0ta Palembang Tahun 2008 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOTA • PALEMBANG TENTANG 

PF:RPANJANGAN DISPENSASJ PELAYANAN PENCATATAN 

KELAHIRAN PENDUDUK DALAM MASA TRANSlSl llERLAKUNYA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG 

ADMJNISTRASI KEPENDUDUKAN. 

Pasal I 

Dengan PeratufOII ini, menetapkan perpanjangan dispcnsaai pclayanan 

pencatatan kclahiran peoduduk dalam masa transisi berlakunya Undang­

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admioistrasi Kependudukan. 

Pasal2 

Setiap Kclahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Pemerintah Kota 

Palembang melalui Olnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang di tempat terja:!inya peristiwa kelahiran, paling larnbat 60 (enam 

puluh) hari scjak kelahiran 

Pasat 3 

Oispensasi Pelayanan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I. 

diberikan dengan tidak me:nerlukan penctapan Pcngadilan Negcri oogj Warga 

Negara Indonesia yang rnencatatkan kelahirannya setelah lewat waktu 60 

(enrun puluh) hari sejak kelahiran dengan melarnpirkan persyaratan teknis 

yairu Karru Keluarga (Kl(), Karru Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah Orang 

Tua dan Surat Kelahiran Anak yang bersang)rntan. 



Pasal 4 

Ak1a Kelahiran yang diterbitkan dalam proses pencatatan kelahiran tetdiri atas 

3 (tiga) kategori; yaitu Anak Pasangan Suami Isteri dari perlcawiruu, yang sah, 

Anak Seorang !bu dan AMk yang tidak diketahu.i asal usulnya atau tidak 

diketahu.\ keberadaan orang tuanya. 

Pasal 5 

Dalam rangka efektifiuu pelaksanaan dispcnsasi pelayanan pencatatan 

kelllhiran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I, perlu ditii\gkatkan upeya 

oosialisasi pencatatan keWliran sccara menyeluruh dan melibatkan berbagai 

pihak terkait sena tokob masyarakat. 

~ • 6 -
Kapada Pcmohon yang IX.CPcatatk•o kelahiran terlambat atau setelab lewat 

waktu 6-0 (enam pulub) bari sejak k.clahiran, dibebankan denda penerbitan 

Kutipan Aleta Kelahi.ran Terlambal, yang besamya berdasarlcan ketentuan 

peraluran perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa! 7 

Peramrao ini mulai berlalru pada tanggal I Januari 20 IO sampai dengan 

31 Dcscmber2010. 

Agar setiap orang mcngetahu.\nya, momerintabkan peng\lndangan Peraturan 

ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palentaoong. 

,. i""61ngkan di r.11tnbtng 
p,.Jte ungg•I ::i, • ,a. "' 200!1 

HU,l!TAflltl DADIAH 
ICOTA PALIAUJANQ, 

~ "1 ~;-;:,~,1\11'1 
IIMTA DAUAH COTA ,A(. __ 

T AHUol 200 "°"""' 

Diteiapkan di Palembang 
pada tanggal :>-t Desember 2009 

\V ALIKOTA PALEMBANG, 

tt. 


